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RINGKASAN 

 

Praperadilan merupakan salah satu mekanisme dalam KUHAP. Sebagaimana 

diketahui, hukum acara pidana merupakan hukum formal yang berfungsi 

melaksanakan hukum materiil, yakni hukum pidana itu sendiri. Objek dari 

praperadilan sudah diatur dengan jelas pada UU No. 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi 

telah menetapkan kewenangannya dalam putusan No. 21/PUU-XII/2014 

menambahkan beberapa hal pada praperadilan yaitu memeriksa dan memutus sah 

atau tidaknya penetapan sebagai tersangka dan memeriksa dan memutus sah atau 

tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan. Akibat perkembangan putusan 

tersebut, banyak saksi atau tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh 

polisi mengajukan praperadilan agar tersangka mengetahui sah atau tidaknya 

penetapan tersangka yang dijatuhkan terhadapnya.  

Menurut penelitian Apabila tersangka yang namanya tercantum dalam (DPO) 

mengajukan permohonan praperadilan, jika melihat dan bercermin pada KUHAP, 

maka tersangka yang berstatus DPO berhak mengajukan permohonan 

praperadilan. Hal ini didasari bahwa setiap tersangka berhak mengajukan 

permohonan praperadilan berdasarkan KUHAP tanpa mempertimbangkan apakah 

tersangka dalam tahanan atau berstatus DPO. Dengan adanya kasus di Indonesia 

dimana seorang tersangka yang diduga melarikan diri dan masuk dalam daftar 

pencarian orang, kemudian mengajukan praperadilan, maka diterbitkanlah SEMA 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka 

yang Kabur atau Sedang DPO. 

Konteks larangan permohonan praperadilan terhadap tersangka yang 

berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), perlu mempertimbangkan bahwa 

praperadilan sendiri adalah mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi 

hak individu dari penyalahgunaan proses hukum, termasuk penangkapan atau 

penahanan yang tidak sah. praperadilan dapat dianggap prematur karena belum 

ada penetapan status tersangka. Sehingga perlunya keseimbangan antara 

perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan penegakan hukum yang 

efektif. Namun, pada kenyataannya pembatasan hak setiap orang atau 

perorangan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi terhadap 

tersangka. Pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci :  Tersangka, DPO, Praperadilan, Hak Asasi Manusia. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa permohonan praperadilan 

diajukan oleh tersangka yang berstatus daftar pencarian orang dan menganalisa 

larangan permohonan praperadilan oleh tersangka yang berstatus daftar pencarian 

orang menurut hak asasi manusia. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan 

adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan 

Konseptual (Conceptual Approach). 

Hasil penelitian yang diperoleh Putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas 

kewenangannya yang terdapat pada putusan No. 21/PUU-XII/2014 untuk 

menambah beberapa hal dalam pengajuan praperadilan yaitu memeriksa dan 

memutus sah atau tidaknya penetapan sebagai tersangka dan memeriksa dan 

memutus sah atau tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan. Seorang 

tersangka yang namanya tercantum dalam (DPO) dalam mengajukan praperadilan, 

jika dilihat dan berkaca pada KUHAP maka berhak mengajukan praperadilan. Hal 

ini didasarkan bahwa setiap tersangka berhak mengajukan praperadilan 

berdasarkan KUHAP tanpa mempermasalahkan tersangka tersebut dalam 

penahanan ataukah sedang dalam status DPO. Sehingga Mahkamah Agung 

menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan 

Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau sedang dalam status DPO. 

Dengan diterbitkannya aturan mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut 

tentu saja menjadi konflik norma antara KUHAP dan SEMA serta terjadi juga 

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka khususnya tersangka 

yang termasuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) tersebut. 
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ABSTRACT 

 

Keywords : Suspect, DPO, Pretrial, Human Rights. 

 

The purpose of this study is to analyze Pretrial applications are submitted by 

suspects who are on the wanted list and analyze the prohibition on pretrial 

applications by suspects who are on the wanted list according to human rights. 

The type of research that the author uses is normative legal research. The 

approach in this research uses a Statute Approach and a Conceptual Approach. 

The research results obtained by the Constitutional Court decision have expanded 

the authority contained in decision no. 21/PUU-XII/2014 to add several things to 

the pretrial application, namely examining and deciding whether or not the 

designation as a suspect is valid and examining and deciding whether a search and 

seizure is valid or not. If a suspect whose name is listed in the (DPO) submits a 

pre-trial application, if one looks at and reflects on the Criminal Procedure Code, 

he has the right to submit a pre-trial application. This is based on the fact that 

every suspect has the right to submit a pre-trial application based on the Criminal 

Procedure Code without considering whether the suspect is in detention or is on 

DPO status. So the Supreme Court issued SEMA Number 1 of 2018 concerning 

the Prohibition of Pre-Trial Submissions for Suspects who are Fleeing or are on 

DPO status. With the issuance of regulations regarding SEMA Number 1 of 2018, 

of course there is a conflict of norms between the Criminal Procedure Code and 

SEMA and there are also violations of Human Rights (HAM) against suspects, 

especially suspects who are included in the DPO (People Wanted List). 
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